
                  
 
 

 
 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

 
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR  :  44 / HUK / 2011 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL MELALUI 

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 
TAHUN 2011 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 
  Menimbang    :                           
 
 
                    
 
 
 
 
 
 

                                     
Mengingat     : 

 
 
 
                                                      
 

a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan dan pengawasan kegiatan 
bantuan sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial milik masyarakat 
maupun pemerintah daerah, perlu adanya persamaan persepsi, 
pengertian dan pemahaman yang jelas bagi seluruh penerima 
manfaat serta petugas dan/atau aparat pelaksana kegiatan; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial RI tentang 
Pedoman Penyelengaraan Bantuan Sosial Melalui Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Tahun 2011; 

 
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134); 

 
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, 
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang  Psikotropika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 

 
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang  Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); 

 
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 

Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3796); 
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 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235); 
 

 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
 

 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

 11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 
 

 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4967); 
 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3177); 
 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang 
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451); 
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 15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 
tentang  Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 
2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja 
Negara; 
 

 16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 
 

 17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara; 
 

 18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 
 

 19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 
 

 20. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 35/HUK/2011 tentang 
Lembaga Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Sosial Tahun 
2011; 

   
 

 
 

Menetapkan 
 

 
 
: 

MEMUTUSKAN  : 
 

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN 
BANTUAN SOSIAL MELALUI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 
2011. 
 

PERTAMA : Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Sosial Melalui Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini. 

 
KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai 

acuan bagi lembaga penerima bantuan, penanggung jawab serta 
petugas dan/atau aparat pengawas dalam pelaksanaannya. 
 

KETIGA : Segala biaya dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2011 Nomor 0300/027-
04.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2011. 
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan                   

31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.  

   
         Ditetapkan di  Jakarta 
         pada tanggal  11 April 2011        
 

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN DAN 

REHABILITASI SOSIAL, 
 

ttd. 
 

MAKMUR SUNUSI 
             MAKMUR 

 
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Menteri Sosial RI. 
2. Kepala BPKP Pusat. 
3. Para Gubernur di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. 
4. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Sosial RI. 
5. Kepala Dinas/Instansi Sosial di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. 
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II. 
7. Para Penanggung jawab Penyelenggaraan Bantuan Sosia melalui Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Tahun 2011. 
 

















































   

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial,   

  

t td.   

  

  

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, 

ttd. 

Makmur Sunusi 


























	c010337f81e17cff8265bf283eeea45cb8732ab307a1808d17406a44fcca7031.pdf
	8e45ed5f535a6d0ef0f4d32425db4ab607e1ed8d3291235bcbee6ceb6316f149.pdf
	172bd38c4681beb50a76f0b4262040d5ad1f9cb01d52adc1eb0dae7cf37e25fb.pdf
	172bd38c4681beb50a76f0b4262040d5ad1f9cb01d52adc1eb0dae7cf37e25fb.pdf


	cdeef55b2e370710afd3ad9b512f0ce13ef63f2bde83e783c20abf8aa42b9e54.pdf
	c010337f81e17cff8265bf283eeea45cb8732ab307a1808d17406a44fcca7031.pdf
	8e45ed5f535a6d0ef0f4d32425db4ab607e1ed8d3291235bcbee6ceb6316f149.pdf


